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BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT PADA ASPEK PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa  dalam  rangka  tertib  pelaksanaan
pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
aspek perizinan di lingkungan pemerintah
kabupaten polewali mandar, perlu dibuat Standar
Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005
tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali
Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 40, Tmbahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminstrasi
Terpadu Kecamatan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun
2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Gangguan;

14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 05 Tahun
2010 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan dan
Perizinan Kabupaten Polewali Mandar

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT PADA ASPEK
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) adalah Standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk
mendorong dan menggerakkan dalam menyelesaikan proses kerja pelayanan
administrasi kerja terpadu kecamatan.



Pasal 2
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) meliputi 8 (delapan) jenis Pelayanan Sebagaimana tercantum dalam
lampiran I-VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan yang dilimpahkan kepada
Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali
Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 25 Februari 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 5



